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WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi
Kependudukan, perlu meninjau tarif Retribusi Jasa Umum
jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum penetapan peninjauan tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa
Umum Jenis Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kepedudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan . . .
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Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal
Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan . . .



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009
tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat
Lunak dan Blanko Kertu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar
Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko
Kertu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

24. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita
Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Meninjau tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 2

Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil
(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4. ..
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Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

ttd
Drs. YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
ttd
BUDI HARTONO, S.H.

Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PENGGATIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

A. AKTA CATATAN SIPIL

NO. JENIS TARIF (Rp)
WNI WNA
1. | Akta Perkawinan :
a. Pencatatan di Kantor 0,- 0,-
b. Pencatatan di luar Kantor 0,- 0,-
c. Terlambat Pencatatan :
1) di Kantor 0,- 0,-
2) di luar Kantor 0,- 0,-
d. Kutipan II dan seterusnya 0,- 0,-
e. Salinan Akta Perkawinan 0,- 0,-
2. | Akta Perceraian :
a. Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan 0,- 0,-
sejak tanggal penetapan Pengadilan
Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap
b. Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak 0,- 0,-
tanggal penetapan Pengadilan Negeri
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap
c. Kutipan II dan seterusnya 0,- 0,-
d. Salinan Akta Perceraian 0,- 0,-
3. | Akta Kematian 0,- 0,-
a. Kutipan II dan seterusnya 0,- 0,-
b. Salinan Akta Kematian 0,- 0,-
4. | Akta Pengakuan Anak 0,- 0,-
a. Kutipan II dan seterusnya 0,- 0,-
b. Salinan Akta Pengakuan Anak 0,- 0,-
5. | Pencatatan Pengesahan Anak 0,- 0,-
6. | Pecatatan Pengangkatan Anak/Adopsi :
a. Pencatatan kurang dari 1 (satu) bulan 0,- 0,-
sejak tanggal penetapan Pengadilan
Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap
b. Pencatatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak 0,- 0,-
tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. | Pencatatan Perubahan Nama/Akta 0,- 0,-

B. PENDAFTARAN . . .




B. PENDAFTARAN PENDUDUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

NO. JENIS TARIF
(Rp)
1. | Cetak Kartu Keluarga 0,-
2. | Cetak Kartu Tanda Penduduk 0,-
3. | Penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk karena 0,-
hilang/rusak
4. | Penggantian cetak Kartu Keluarga karena 0,-
hilang/rusak
S. | Pindah Luar Kota/Kabupaten/Provinsi 0,-
6. | Pindah Datang dari Luar Kota/Kabupaten/Provinsi 0,-
dan membuat Kartu Keluarga baru
7. | Pindah Datang dari Luar Kota/Kabupaten/Provinsi 0,-
dan menumpang Kartu Keluarga
WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA




